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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan suci, atas nama Allah dua insan disatukan

untuk menjadi pasangan yang sah menurut agama, menjadi pelengkap satu sama

lain, pendamping di dunia juga di akhirat. Salah satu tujuan pernikahan juga untuk

menjalankan sunnah Rasul serta menjaga keberlangsungan generasi umat Nabi

Muhammad. Namun, apa jadinya jika pernikahan tidak mampu mewujudkan

semua impian ideal di atas. Banyak pasangan muda yang gagal dalam

mempertahankan rumah tangganya, bahkan rumah tangga itu baru saja dimulai.

Nikah dini, selain tidak sesuai dengan undang-undang pernikahan tahun 1974,

usia yang masih muda memungkinkan individu belum siap membina rumah

tangga.1

Sebagai data, Kepala Subbag Informasi dan Humas Kanwil Kementerian

Agama Provinsi Jabar, mengatakan bahwa perbandingan pada tahun 2014 hingga

Oktober 2015 mengalami tingkat angka perceraian hampir mencapai 10%

dibanding jumlah pernikahan. Artinya, peningkatan angka perceraian cukup

1 Hasil riset BKKBN menyimpulkan, penyebab nikah dini adalah akibat minimnya
produktivitas di kalangan usia produktif. Rendahnya produktivitas diakibatkan angka putus
sekolah yang cukup tinggi, sehingga tingkat pendidikan generasi muda menjadi rendah. Tanpa
aktivitas yang produktif, remaja dan keluarga akhirnya mempercepat pernikahan kendati belum
cukup umur. Penyebab lain adalah anggapan pernikahan sebagai jalan keluar dari kemiskinan.
Keluarga tidak lagi menanggung biaya hidup anggota keluarganya yang telah menikah. Hal ini
biasa terjadi pada keluarga dengan anak perempuan yang kemudian menjadi tanggungan suaminya
setelah menikah. Berkurangnya anggota yang menjadi tanggungan dianggap bisa meningkatkan
standard hidup keluarga. Selain itu, pergaulan yang makin bebas dengan arus informasi yang
deras. Masifnya penggunaan internet menyebabkan remaja bebas mengakses berbagai info,
termasuk yang belum sesuai umur dan tidak memberi banyak manfaat bagi dirinya. Pergaulan
bebas hingga menyebabkan kehamilan tidak memberi banyak pilihan bagi pasangan muda,
terlepas dari kesiapan menjadi orangtua yang masih minim. Diakses tanggal 2 November 2016
dari http://www.harnas.co/2015/12/19/pernikahan-dini-menjadi-pemicu-aki-
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signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah

pernikahan usia dini. Dalam kasus perceraian tersebut lebih banyak perempuan

yang menggugat cerai suami dibandingkan permohonan talak yang dilayangkan

suami. Perbandingannya 60% berbanding 40%. Memang banyak faktor yang

menjadi penyebab perceraian, namun lebih banyak karena pernikahan usia dini,

karena secara mental, ekonomi dan pola pikir, pasangan muda usia itu belum siap

menghadapi konsekuensi dari pernikahan.2

Dirjend Bimas Islam melansir berita hasil penelusurannya di Kantor Urusan

Agama (KUA) Kec. Jepara. Ada sebuah data yang lumayan mencengangkan,

yaitu terkait banyaknya peristiwa perceraian yang kebanyakan dialami oleh

pasangan muda. Dalam setahun, di Kabupaten Jepara terdapat lebih seribu

peristiwa perceraian. Faktor usia, mental dan kematangan psikis menjadi masalah

utama terjadinya perceraian.3

Selian itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN), Surya Chandra Surapaty mengatakan, salah satu faktor penyebab

masih tingginya angka perceraian di Indonesia adalah karena banyaknya

perkawinan di usia dini, karena secara mental, mereka yang menikah di usia dini

belum siap untuk menikah. Mentalnya belum matang karena memang masih

tergolong anak-anak, akhirnya mudah sekali mengambil keputusan bercerai.4

2 Diakses tanggal 28 November 2016 dari http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/
pernikahan-dini-penyumbang-terbesar-tingkat-perceraian-di-jawa-barat

3 Diakses tanggal 28 November 2016 dari http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/
nikah- usia-muda-rawan-perceraian

4 Diakses tanggal 28 November 2016 dari http://www.beritasatu.com/gaya-hidup/286830-
bkkbn-nikah-muda-tingkatkan-risiko-perceraian.html
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Penelitian yang dilakukan oleh Hendy Hermawan dalam tesisnya bahwa

dari kasus-kasus yang telah ditangani pengadilan Agama Klaten, dapat

disimpulkan bahwa menikah pada usia dini sangat rentan cerai. Perceraian akibat

dari pernikahan dini di wilayah hukum Pengadilan Agama dari tahun ke tahun

mengalami peningkatan yang signifikan. Umumnya, perceraian yang terjadi pada

pasangan suami-isteri yang menikah di usia dini, dikarenakan belum stabilnya

emosi mereka.5 Selanjutnya, hasil penelitian Irfan Muliawan yang berjudul

“Pengaruh Perkawinan Usia Muda terhadap Tingginya Tingkat Perceraian Di

Pengadilan Agama Pontianak,” menyimpulkan bahwa pernikahan di usia muda

sangat berpengaruh kepada tingginya tingkat perceraian di Kota Pontianak.6

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Julijanto dan timnya di

Kabupaten Wonogiri menemukan bahwa usia perkawinan sangat mempengaruhi

faktor tingginya angka perceraian, kurang ideal untuk melangsungkan perkawinan

karena usianya masih rendah, pendidikan rendah, kualitas rendah. Karena

pendidikan rendah, pernikahan dini, usia belum mencukupi kematangan biologis

dan kematangan mental dalam membangun rumah tangga, mentalitasnya rendah,

sehingga sangat rentan terhadap terjadinya perceraian. Pada tahun 2010 jumlah

dispensasi yang dikeluarkan Pengadilan Agama Wonogiri mencapai 52 surat.

Tahun berikutnya 2011 naik menjadi 76 surat dan tahun 2012 sebanyak 72 surat.

Untuk triwulan 2013 saja Pengadilan Agama Wonogiri telah mengeluarkan 25

surat. Biasanya dua bulan setelah tahun baru dan lebaran pemohon dispensasi

5 Lihat Hendy Hermawan dalam tesisnya yang berjudul Pengaruh Pernikahan Dini terhadap
Perceraian Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2010), hal. 256.

6 Diakses tanggal 6 November 2016 dari http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/
view/2142
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meningkat. Surat dispensasi merupakan potret anomali anak-anak remaja

sekarang. Seperti gunung es, gejala yang biasa disebut maried by accident

(MBA).7

Demikianlah di antara data-data dari sekian banyak data yang

menyimpulkan bahwa pernikahan dini adalah termasuk penyumbang penyebab

terjadinya perceraian di berbagai daerah di Indonesia. Tujuan perkawinan menurut

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan8 adalah untuk

membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang

Maha Esa.9 Untuk itu, dalam merealisasikan tujuan mulia ini di antaranya adalah

harus didukung kesiapan fisik, materi, dan kematangan jiwa (mental) dari masing-

masing calon mempelai. Kematangan emosi merupaka aspek yang sangat

penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga

sangat banyak di tentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Usia

pernikahan yang terlalu muda seperti pada kasus-kasus di atas dapat

meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung

jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Selain itu, seorang ibu

yang berusia muda sebenarnya belum siap utnuk untuk menjadi ibu, dalam arti dia

belum memiliki keterampilan yang memadai untuk mengasuh anaknya sehingga

ibu muda ini lebih menonjolkan sifat keremajaan dari pada sifat keibuannya.

7 Lihat hasil penelitian Muhammad Julijanto, Masrukhin, Ahmad Kholis Hayatuddin,
“Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri”, yang
dimuat di jurnal Buana Gender, Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8096 (p); 2527-
810x (e) LP2M IAIN Surakarta, hal. 63-64.

8 Selanjutnya disingkat dengan UU No. 1 Tahun 1974.
9 Departemen Agama RI, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, (Jakarta: Departemen

Agama RI, 2002), hal. 32.
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Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul

tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung

segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut

pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang terkait dengan perlindungan,

pendidikan, serta pergaulan yang baik. Selain itu, tujuan dari perkawinan yang

lain adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang

terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan

ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah

dewasa secara psikologis akan akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya,

bila dibandingkan dengan para ibu muda. Selain mempengaruhi aspek fisik, umur

ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak. Ibu usia remaja sebenarnya belum

siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda ini

lebih menonjolkan sifat keremajaannya daripada sifat keibuannya.10

Walaupun Islam sangat memperhatikan masalah perkawinan dan

mendorong pemeluknya untuk melaksanakan perkawinan, tetapi tidak berarti

bahwa setiap orang diperintahkan untuk segera melaksanakannya, karena tidak

semua orang dianggap mampu dalam menciptakan keluarga yang damai, aman

dan tentram. Berangkat dari hal tersebut, kemudian pemerintah Indonesia melalui

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi batasan terhadap usia

10 Perkawinan usia muda juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak mereka.
Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah
bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa. Rendahnya angka
kecerdasan anak-anak tersebut karena si ibu belum memberi stimulasi mental pada anak-anak
mereka. Hal ini disebabkan karena ibu-ibu yang masih remaja belum mempunyai kesiapan untuk
menjadi ibu. Perkembangan bahasa si anak sangat tergantung pada cara si ibu berbicara pada
anaknya. Aspek kecerdasan non bahasa berkembang bila si ibu dapat memberikan permainan atau
stimulan mental yang baik. Ibu remaja biasanya kurang mampu memberikan stimulan mental itu.
Lihat Aisyah Dahlan, Persiapan Menuju Perkawinan yang Lestari, (Jakarta: PT. Pustaka Antara,
1996), hal. 92.
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diperbolehkannya seseorang melakukan perkawinan. Untuk mewujudkan

pernikahan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan

melangsungkan pernikahan harus telah matang jiwa raganya supaya dapat

mewujudkan pernikahan secara baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya

penikahan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur.11

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan

dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya yaitu

dalam Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur

16 (enam belas) tahun.”12 Hal ini ditafsirkan bahwa Undang-undang tidak

menghendaki pelaksanaan nikah dini. Pada prinsipnya, hal ini dimaksudkan agar

orang yang akan menikah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa, dan

kekuatan fisik yang memadai.

Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dalam

Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

menyebutkan bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan

pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan di bawah 25 tahun bagi pria.

Dalam Kompilasi Hukum Islam13 Pasal 15 Ayat (1) dijelaskan bahwa untuk

kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan

calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yakni calon suami sekurang-

11 Akhmad Ihsan, Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam, (Jakata: PT. Pradnya
Paramita, 1996), hal. 42.

12 Lihat Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
13 Selanjutya disingkat dengan KHI



7

kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16

tahun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mempunyai

hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur

perkawinan baik bagi pria maupun wanita diharapkan laju angka kelahiran dapat

ditekan seminimal mungkin. Program Keluarga Berencana Nasional dapat

berjalan seiring dan sejalan dengan Undang-undang ini.

Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi

kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam Penjelasan

Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nomor 4

Huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya

dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa

berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh

karena itu, perkawinan di bawah umur harus dicegah.

Pernikahan di bawah umur ini menimbulkan banyak masalah sosial dan di

lain sisi juga menimbulkan masalah hukum. Kontroversi pernikahan di bawah

umur memang menjadi perdebatan terutama berkenaan dari batasan usia minimal

bagi seorang anak untuk menikah. Selama ini yang terjadi adalah persinggungan

di antara dua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum nasional terutama

yang masing-masing mengatur tentang pernikahan dan hak-hak atas anak sebagai

pihak yang menjadi subyek dalam pernikahan tersebut.

Dalam membahas tentang kedewasaan, kita tidak bisa membatasi diri

dengan satu atau dua bidang keilmuan saja, namun terpaksa kita harus melakukan
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pengkajian-pengkajian secara interdisipliner karena kedewasaan sendiri

dipergunakan oleh hampir semua bidang ilmu sosial, sebutlah di antaranya; ilmu

sosiologi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi bahkan dalam ilmu agama pun

persoalan kedawasaan menjadi hal yang prinsip dan menentukan. Dalam lapangan

ilmu hukum sendiri kedewasaan dapat menentukan keabsahan dari suatu

perbuatan hukum. Seseorang yang belum dewasa dipandang sebagai subjek yang

belum mampu bertindak sendiri dihadapan hukum, sehingga tindakan hukumnya

harus diwakili oleh orang tua/ walinya.14

Di sinilah letak urgensi penelitian ini, yaitu keanekaragaman dalam

menentukan batas usia kedewasaan diakibatkan oleh tidak adanya patokan yang

dapat digunakan secara akurat untuk menentukan batas kedewasaan manusia. Usia

dan tindakan perkawinan memang bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan.

Namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat karena kedewasaan sendiri

merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai tingkat kematangan

dalam berfikir dan bertindak, sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada

masing-masing orang secara berbeda-beda, bahkan ada pendapat yang

mengatakan bahwa mungkin saja sampai dengan akhir hayatnya manusia tidak

pernah mengalami kedewasaan karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus

dengan usia.15

Memang tidak semua peraturan perundang-undangan menyebutkan secara

tegas tentang batas kedewasaan. Namun dengan menentukan batasan umur bagi

suatu perbuatan hukum tertentu, maka sesungguhnya faktor kedewasaanlah yang

14 Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan; Sebuah Ikhtiar
Mewujudkan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005), hal. 49-50.

15 Ibid, hal. 51.
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sedang menjadi ukuran. Misalnya dalam beberapa Undang-undang hanya

mencantumkan batasan umur bagi mereka yang disebut anak, sehingga di atas

batas umur tersebut harus dianggap telah dewasa, atau undang-undang

membolehkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu setelah

melampaui batas umur yang ditentukan. Semua pengaturan tersebut pada akhirnya

tertuju pada maksud dan pengertian tentang kedewasaan.16

Adapun informasi terbaru adalah permohonan mengubah sebagian isi

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diajukan oleh berbagai lembaga pembela

hak asasi perempuan, anak, dan kesehatan, seperti Komisi Nasional Antikekerasan

terhadap Perempuan, Persatuan Keluarga Berencana Indonesia, dan Komisi

Perlindungan Anak Indonesia. Penyebabnya, Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974

menyatakan bahwa batas minimal usia pernikahan adalah 16 tahun untuk

perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Hal itu dinilai berdampak pada praktik

pernikahan dini. Menurut UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-undang Perlindungan Anak, anak adalah manusia yang masih berada di

dalam kandungan hingga ia lahir dan berusia 18 tahun. Mereka memiliki hak

untuk dilindungi serta tumbuh dan berkembang sesuai minat. Dalam hal ini,

orangtua berkewajiban memenuhi hak-hak anak dan menghindarkan anak dari

hal-hal yang merusak fisik, jiwa, dan moral anak, termasuk pernikahan dini.

Namun permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernikahan dini adalah sebuah fenomena yang tidak asing lagi bagi

masyarakat Indonesia karena sudah terjadi sejak lama, bahkan setelah

16 Aisyah Dahlan, Persiapan Menuju Perkawinan yang Lestari, (Jakarta: PT. Pustaka
Antara, 1996), hal. 62.
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diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum

Islam fenomena tersebut masih juga terjadi dan berlangsung hingga saat ini. Dari

waktu ke waktu fenomena pernikahan dini selalu menarik untuk dibahas dan

diteliti. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti tentang pandangan hukum Islam

terhadap usia minimal dibolehkan menikah bagi laki-laki dan perempuan menurut

UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk

laki-laki, yang dikemas dengan judul: BATAS MINIMAL USIA NIKAH (Studi

Analisis KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Hukum Islam).

B. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul di atas, maka penulis

kiranya merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang

terdapat dalam judul ini, sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis

yang diambil dari berbagai buku/ tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu.

Sedangkan kompilasi hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat

hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqih

yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk

diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.17

17 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo,
1995), hal. 11-14.
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2. UU Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah peraturan yang

mengatur pernikahan di Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Undang-

undang perkawinan ini terdiri dari 14 (empat belas) bab yang dibagi dalam 67

(enam puluh tujuh) pasal, yang disahkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 1974. Fungsi dari UU No.1 tahun 1974 tentang

Perkawinan ini adalah mengesahkan perkawinan, baik yang dilaksanakan

secara agama tertentu maupun secara adat, sesuai dengan yang diungkapkan

pada pasal 1, di mana perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu, sebagaimana yang diungkapkan pada pasal 2 ayat (1) yang

menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Hukum Islam

Term Hukum Islam merupakan khas Indonesia yang penggunaan

kesehariaannya mengandung ambiguitas (kerancuan), yaitu sebagai

padanan syari’ah (hukum yang diwahyukan Allah yang tertuang dalam al-

Qur’an dan hadits sebagai sumber orisinil Hukum Islam) di satu sisi, dan

sebagai padanan fiqih (norma-norma hukurn hasil olahan syari’ah oleh para

ulama) di pihak lain.18 Adapun Hukum Islam yang dimaksudkan di dalam

penelitian ini mencakup dua hal di atas, yaitu syariat dan fiqih.

18 Ahmad Rafiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gems Media, 2001),
hal. 13.
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Jadi, maksud judul di atas adalah pandangan hukum Islam terhadap usia

minimal bagi laki-laki dan perempuan yang diperbolehkan untuk menikah seperti

yang telah ditetapkan oleh KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974.

C. Fokus Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, dan dari judul

yang telah ditetapkan, maka akan muncul beberapa permasalahan yang

membutuhkan jawaban. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain

adalah:

a. Berapa batas minimal umur laki-laki dan perempuan yang dibolehkan

melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam?

b. Berapa batas minimal umur laki-laki dan perempuan yang dibolehkan

melangsungkan pernikahan menurut hukum positif (KHI dan UU Nomor

1 Tahun 1974)?

c. Berapa usia ideal laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan

menurut menurut medis?

d. Berapa usia ideal laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan

dalam tinjauan psikologis dan sosiologis?

e. Apa faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di masyarakat?
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2. Batasan Masalah

Dari sekian banyak aturan mengenai batas minimal usia menikah, dan

banyak perspektif yang bisa dijadikan pisau analisis, namun untuk lebih

terarahnya penelitian ini, penulis membatasinya pada Kompilasi Hukum Islam

(KHI) dan UU Nomor 1 Tahun 1974 saja, kemudian ditinjau perspektif hukum

Islam.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang akan

dicarikan jawabannya dalam penelitian ini adalah:

a. Apa argumentasi pembatasan usia minimal menikah menurut KHI dan

UU Nomor 1 Tahun 1974?

b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap usia minimal laki-laki dan

perempuan untuk menikah yang telah ditetapkan oleh KHI dan UU

Nomor 1 Tahun 1974?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui argumentasi pembatasan usia minimal menikah menurut

KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap usia minimal laki-laki

dan perempuan untuk menikah yang telah ditetapkan oleh KHI dan UU

Nomor 1 Tahun 1974.
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E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara operatif, tujuan penelitian ini ingin memperoleh jawaban mendalam

mengenai tinjauan hukum Islam terhadap usia minimal laki-laki dan

perempuan untuk menikah yang telah ditetapkan oleh KHI dan UU Nomor 1

Tahun 1974. Sedangkan secara administratif adalah untuk memenuhi tugas

akhir sebagai syarat memperoleh gelar megister dalam bidang hukum Islam

(M.H) di Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Di samping ingin mencapai tujuan di atas, penelitian ini diharapkan

memiliki manfaat bagi pembaca. Secara teoritis, hasilnya merupakan

kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya

dalam bidang fiqih kontemporer. Sedangkan secara praktis dapat dijadikan

landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang

sama.

F. Sistematika Penulisan

Dalam usaha mencari jawaban atas pokok permasalahan di atas, penulisan

tesis ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, berupa pendahuluan, yang di dalamnya membahas latar

belakang masalah, definisi istilah, fokus penelitian (identifikasi, pembatasan, dan

perumusan masalah), tujuan penelitian, manfaat penelitian,. Selain itu juga

memuat dan penelitian. Bab pertama ini merupakan bentuk kerangka pikir dan

kerangka kerja yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan penelitian ini.
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Bab kedua, kerangka teori tentang pernikahan yang mencakup pengertian

nikah, syarat dan rukun nikah, tujuan pernikahan menurut hukum Islam, serta

tinjauan kesehatan terhadap usia ideal untuk menikah, yang mencakup; indikator

dewasa menurut kesehatan, akibat negatif dari nikah dini, dan tinjauan psikologis.

Dalam bab ini juga dipaparkan penelitian terdahulu yang relevan.

Bab ketiga, metode penelitian, yang mencakup; jenis penelitian, sumber data

(data primer dan data sekunder), teknis analisis data, pendekatan yang digunakan,

teknik pengumpulan data, dan teknik penulisan.

Bab keempat, tinjauan hukum Islam terhadap batas minimal usia nikah

yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974, yang mencakup; indikator dewasa menurut Islam, diskursus ulama

dalam menetukan kriteria dewasa, relevansi maqashid al-syari’ah terhadap

batasan umur minimal, dan lain-lain.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan

disimpulkan temuan-temuan dari penelitian tentang judul tesis ini yang akan

dikemas dengan bahasa yang singkat dan padat. Selanjutnya akan dilengkapi

dengan rekomendasi.


